
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1140, 2015 KEMEN-PUPR. Air. Sumber Air. Penggunaan.
Izin.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/PRT/M/2015

TENTANG
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MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf
d serta Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat selaku menteri yang
diserahi urusan pengairan diberikan wewenang dan
tanggung jawab untuk mengatur, mengesahkan
dan/atau memberi izin peruntukan, penggunaan,
penyediaan air, pengusahaan air, dan/atau sumber-
sumber air;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah membagi kewenangan pengelolaan sumber
daya air menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
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Tata Pengaturan Air, penggunaan air dan/atau
sumber-sumber air wajib memperoleh izin dari
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau
pemerintah daerah kabupaten/kota;

d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam
memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf c,
diperlukan tata cara dan persyaratan izin penggunaan
air dan/atau sumber air;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a huruf b huruf c dan huruf d
perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat tentang izin penggunaan air
dan/atau sumber air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan
Penetapan Wilayah Sungai;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 881);

www.peraturan.go.id



2015, No.11403

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG IZIN PENGGUNAAN AIR
DAN/ATAU SUMBER AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang
terkandung di dalamnya.

2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air
tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

3. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan
yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

4. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air permukaan
dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun
kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta
lingkungannya.

5. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air.

6. Pengelola sumber daya air adalah unit pelaksana teknis yang
membidangi sumber daya air.

7. Pemberi izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai.

8. Unit Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit
yang dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan
diberi tugas untuk menjalankan proses administrasi izin penggunaan
air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha.

9. Tim Verifikasi Perizinan adalah kelompok kerja yang mempunyai
tugas dalam melakukan pemeriksaan permohonan izin, pemeriksaan
rekomendasi teknis, dan kelayakan teknis pemberian izin.
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10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pengelolaan sumber daya air.

13. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.

14. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dan
pemberi izin dalam proses perizinan penggunaan air dan/atau sumber
air untuk kegiatan usaha.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib
penyelenggaraan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk
kegiatan usaha.

Pasal 3

(1) Dalam Peraturan Menteri ini, izin penggunaan air dan/atau sumber
air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut izin penggunaan
sumber daya air harus dimiliki oleh instansi pemerintah, badan
hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air,
sumber air, dan daya air.

(2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), juga harus dimiliki oleh badan hukum, badan sosial, atau
perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air bagi
kegiatan usaha.

(3) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air
untuk:

a. memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau
untuk hewan peliharaan; dan

b. irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
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(4) Keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi,
dan peribadatan.

(5) Pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
berupa budidaya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan,
perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola
oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih
dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pasal 4

(1) Izin penggunaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan
ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang
bersangkutan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan
urutan prioritas:

a. pemenuhan keperluan pokok kehidupan sehari-hari yang
penggunaannya dalam jumlah besar pada satu titik pengambilan;

b. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;

c. penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari melalui kegiatan usaha sistem penyediaan Air minum;

d. kegiatan bukan usaha; dan

e. penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. wewenang pemberian izin penggunaan sumber daya air;

b. tata cara persyaratan penggunaan sumber daya air;

c. hak dan kewajiban pemegang izin penggunaan sumber daya air; dan

d. pengawasan pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air.

BAB II

WEWENANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

(1) Dalam Peraturan Menteri ini, izin penggunaan sumber daya air
diperuntukkan bagi:

a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air
permukaan lainnya; dan

b. air laut yang berada di darat.
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